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of

• merupakan sebutan kawasan yang dipenuhi gunung berapi dan aktivitas seismik seperti
gempa bumi di sepanjang Samudera Pasifik.

• memiliki luas 40.000 km membentuk bundaran memutar bagian selatan hingga utara bumi
dan Indonesia termasuk salah satu wilayah yang dilaluinya.

• terdiri dari pertemuan berbagai lempeng tektonik yang terus aktif bergerak, sehingga sekitar
90% gempa bumi di dunia terjadi di kawasan ini.

• 81% gempa-gempa terbesar yang pernah terjadi di muka bumi ini tercatat di kawasan ini.
• terdapat 452 gunung api yang terbentang sepanjang kawasan yang juga disebut

sebagai ‘circum Pacific-belt‘.`
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JENIS-JENIS
BENCANA
DI INDONESIA

Gunung ApiTanah Longsor TsunamiPuting Beliung

Gempa BumiBanjir

Kebakaran Hutan

Gerakan TanahKekeringan Gelombang Pasang
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BENCANA
DALAM PERSPEKTIF 

TATA RUANG

Pasal 3
Indonesia merupakan daerah rawan bencana. Oleh karenanya diperlukan penataan
ruang yang berbasis mitigasi bencana alam sebagai upaya untuk meningkatkan
keselamatan dan kenyamanan kehidupan dan penghidupan masyarakatnya.

Pasal 5
Pasal di atas menjelaskan bahwa kawasan rawan bencana merupakan bagian dari
kawasan lindung.

Pasal 6
Pasal di atas menjelaskan bawah dalam pelaksanaan penataan ruang, selain potensi
sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan, perlu pula
diperhatikan kondisi fisik Indonesia yang rentan terhadap bencana.

Pasal 28
Pasal di atas menjelaskan bahwa ruang evakuasi bencana merupakan bagian dari
rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana wilayah yang harus
diperhatikan dalam perencanaan tata ruang wilayah kota. Penyediaan ruang
evakuasi bencana ditujukan untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh
bencana.

UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG
PENATAAN RUANG
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Pra-bencana

Tanggap Darurat

Rehabilitasi 

Rekonstruksi 

Pembangunan 

Pencegahan 

Mitigasi
Pasca-bencana

Saat
Kejadian

PP 15/2010, pasal 35 ayat (2) 
bagian d
Perumusan konsepsi Rencana 
Tata Ruang Wilayah Kota
mencantumkan rencana 
penyediaan dan pemanfaatan 
ruang evakuasi bencana

Kesiapsiagaan
Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap 
lokasi, kerusakan, dan sumber.
Penentuan status keadaan darurat bencana, 
penyelamatan, dan evakuasi masyarakat, 
perlindungan sarana prasarana, dll

Menyiapkan alternatif konsep 
rencana tata ruang untuk 
permukiman kembali penduduk 
secara permanen / sementara.

 Menyiapkan alternatif konsep tata ruang 
pasca bencana

 Menyiapkan kajian review Perda RTRW 
Kota dan Kabupaten

 Memantapkan Ranperda RTRW Kab/Kota

UU 24/2007,
Undang-undang tentang 
penanggungan bencana

PP 21/2008,
Tentang Penyelenggaraan 

penanggungan bencana



DEFINISI
PENATAAN RUANG
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Menurut UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat,
ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di
dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat
manusia dan makhluk lain hidup, melakukan
kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

Ruang Laut

Ruang Udara

Ruang Darat
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Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang

Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat
permukiman dan sistem jaringan prasarana
dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung
kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang
secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

Pola Ruang adalah distribusi peruntukan
ruang dalam suatu wilayah yang meliputi
peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan
peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

Ilustrasi Struktur Ruang Ilustrasi Pola Ruang
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12

Masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupannya
dengan terlindungi dari berbagai ancaman

Memberi kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk 
mengartikulasikan nilai-nilai sosial budaya dan fungsinya 
sebagai manusia dalam suasana yang tenang dan damai

Proses produksi dan distribusi berjalan secara efisien sehingga 
mampu memberikan nilai tambah ekonomi untuk 
kesejahteraan masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing.

Kualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapat 
ditingkatkan, tidak hanya untuk kepentingan generasi saat ini, 
namun juga generasi yang akan datang.

UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Ps. 3)

BERKELANJUTAN

PRODUKTIF

NYAMAN

AMAN

TUJUAN PENATAAN RUANG
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13

EKOSISTEM
ALAMI
(Natural 

Ecosystem)

EKOSISTEM
ALAM 

DIBUDIDAYAKAN
(Cultivated Ecosystem) EKOSISTEM

KAWASAN 
TERBANGUN

(Built Ecosystem)

EKOSISTEM YANG RUSAK DAN TERDEGRADASI 
(Degraded Ecosystem)

EKOSISTEM
ALAM 

TERMODIFIKASI
(Modified Natural 

Ecosystem)

Kawasan
Lindung

Kawasan
Budidaya

Kawasan yang 
Perlu
DIrehabilitasi

Dalam sebuah wilayah,
alokasi pemanfaatan
ruang atau peruntukan
lahan harus seimbang
antara empat fungsi
utama ekologis

Warisan
alam

Intervensi
manusia

ALOKASI PEMANFAATAN RUANG
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STATUS PERDA TATA RUANG DI INDONESIA

Sumber: http://tataruang.atr-bpn.go.id/

Terbitnya Undang-
Undang Penataan Ruang
pada Tahun 2007 secara

langsung
mengamanatkan kepada

Provinsi dan 
Kabupaten/Kota harus

menyusun Rencana Tata 
Ruang Wilayah (RTRW).

Tahun 2018, capaian
penetapan Peraturan
Daerah tentang RTRW 

sudah hampir 100%, hal
tersebut menandai sudah

saatnya memasuki
era Pengendalian

Pemanfaatan
Ruang.
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Pelaksanaan penataan ruang di Indonesia saat ini yang
telah mulai memasuki babak baru, yaitu pemanfaatan
ruang berdasarkan rencana tata ruang yang telah
ditetapkan dan pengendalian pemanfaatan melalui
penerapan sanksi bidang penataan ruang ruang agar
pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang.
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Tahun 0

Kondisi Tata Ruang
Yang DiinginkanTekanan-tekanan yang 

menyebabkan tidak
terpenuhi target tata 

ruang yang ideal

Kondisi Tata Ruang
Semakin Buruk

STRATEGI
PERWUJUDAN
PENGENDALIAN
PEMANFAATAN RUANG

DISELENGGARAKAN
UNTUK MENJAMIN 

TERWUJUDNYA
TATA RUANG
SESUAI DENGAN 
YANG DIRENCANAKAN

ESENSI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
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PENGENDALIAN 
PEMANFAATAN RUANG

Upaya untuk mewujudkan
Tertib Tata Ruang

PERATURAN 
ZONASI PERIZINAN

PEMBERIAN 
INSENTIF DAN 
DISINSENTIF

PENGENAAN 
SANKSI

1 2 3 4

1

2

3

4
Instrumen Pencegahan
(ex-ante factum)

Instrumen
Penindakan/
Penertiban
(post factum)

UU No. 26/2007 (Pasal 35)

Pengendalian = Pencegahan + Penindakan

INSTRUMEN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG



PENATAAN RUANG
SEBAGAI UPAYA

MITIGASI BENCANA
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Pembangunan

Kelestarian
Lingkungan

Mitigasi Bencana

Bagaimana caranya agar semua
Dapat berjalan secara harmonis?
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SEBAGAI UPAYA MITIGASI BENCANA
PENATAAN RUANG

• Diperlukan upaya untuk mengurangi kerentanan dan
meningkatkan ketahanan suatu wilayah dalam
menanggulangi bencana.

• Penataan ruang merupakan salah satu alat yang dapat
digunakan untuk mengurangi resiko bencana, karena
dapat mengidentifikasi resiko bencana pada suatu
wilayah.

• Dalam penataan ruang diperlukan kesepakatan
bersama antar stakeholder terhadap “Tingkat Risiko
Bencana” yang dapat diterima dan disepakati bersama
bedasarkan berbagai aspek rencana pembangunan
kota.
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• PERENCANAAN
• PEMANFAATAN
• PENGENDALIAN

PENATAAN 
RUANG

PENATAAN RUANG

SEBAGAI
MITIGASI BENCANA

NON
STRUKTURAL
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PRA BENCANA

SAAT TANGGAP DARURAT

PASCA BENCANA

1. PEMANFAATAN RUANG
2. PENGENDALIAN 

PEMANFAATAN RUANG: 
ZONING REG, 
PERIZINAN, 
INSENTIF/DISINSENTIF, 
SANKSI

PENGAWASAN 
PENATAAN 

RUANG

DENGAN MANAJEMEN BENCANA
HUBUNGAN PENATAAN RUANG

RENCANA 
SPATIAL:

Rencana Umum
Rencana Rinci
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Melestarikan dan
merehabilitasi/ 

reboisasi kawasan
atas

Melestarikan dan merehabilitasi kawasan sungai berbasis sistem DAS

Memperbaiki dan memelihara sistem drainase perkotaan

Menyiapkan jalur evakuasi (escape roads), escape area dan
jalur batuan (relief roads)

Merehabilitasi dan
melestarikan Kawasan yang 

Memberi Perlindungan
Bawahnya

Melestarikan dan
merehabilitasi kawasan
perlindungan setempat

Hutan lindung, Kws. Lindung yang
secara fisiografis seperti kawasan
lindung, kawasan resapan air,
kawasan Karst

Kws. Sempadan Sungai, Sungai,
Waduk, Rawa, Jalur patahan dan
kawasan pertambangan

PERENCNAAN MAKRO
PENATAAN RUANG
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PERENCNAAN MIKRO
PENATAAN RUANG

• Lantai dasarnya sebaiknya tidak
digunakan sebagai area hunian

Pemanfaatan
Bangunan

• Area Penyelamatan dan Evakuasi
Bencana untuk hunian dibawahnyaAtap Bangunan

• Area Perlindungan dan Penyelamatan
bagi penduduk sekitar

Fasilitas Umum
dan Sosial

• Area Evakuasi dan Area Perlindungan
terhadap bencana

Penyediaan
Ruang Terbuka

• Dikonservasi sebagai area penyelamatan
untuk lingkungan sekitarnya

Pemanfaatan
Bukti Alami



KAWASAN LINDUNGKAWASAN LINDUNG

Kaw. yang memberikan 
Perlindungan terhadap 
Kawasan Bawahannya

Kaw. Rawan Bencana Alam

Kaw. Hutan Lindung

Kaw. Resapan Air

Sempadan Sungai

Kawasan Sekitar Danau atau Waduk 

Ruang Terbuka Hijau Kota

Kawasan Suaka Alam

Kawasan Suaka Alam Laut dan Perairan Lainnya

Kawasan Rawan Tanah Longsor

Kawasan Rawan Gelombang Pasang

Kawasan Rawan Banjir

Kawasan Cagar Alam Geologi

Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi

Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Air Tanah

Sumber : PP 26 Tahun 2008 ps. 51-52

Kaw. Bergambut

Sempadan Pantai

Kaw. Lindung Geologi

Kaw. Lindung lainnya

cagar biosfer

ramsar

taman buru

kawasan perlindungan plasma nutfah

kawasan pengungsian satwa

Suaka Margasatwa dan Suaka Margasatwa Laut

Kawasan Pantai Berhutan Bakau

Cagar Alam dan Cagar Alam Laut

Taman Hutan Raya

Taman Nasional dan Taman Nasional Laut

Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan

Taman Wisata Alam dan Taman Wisata Alam Laut

terumbu karang

Kawasan Koridor Bagi Jenis Satwa atau Biota Laut yang Dilindungi

Kaw. Perlindungan Setempat

Kaw. Suaka Alam, Pelestarian 
Alam, dan Cagar Budaya

Pembagian 
Kawasan Lindung 
menurut PP 26 
Tahun 2008 
tentang RTRWN



IMPLEMENTASI
PENATAAN RUANG
DALAM MITIGASI BENCANA



1. Resilience is the capacity and ability
of a community to withstand stress,
survive, adapt, bounce back from a
crisis or disaster and rapidly move
on. (International Council for Local
Environmental Initiatives (ICLEI)
Briefing Sheet, 2011)

2. Kota Ketahanan Bencana adalah
kota yang siap menghadapi serangan
semua jenis bahaya (hazard) yang
mengancam dengan seluruh aspek
kerentanan yang rendah dan
mempunyai kapasitas yang tinggi,
sehingga dapat kembali ke kondisi
semula seperti sebelum terjadinya
bencana secara relatif cepat
(Oetomo, 2012) .
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KOTA BERKETAHANAN BENCANA (1)
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Sumber: Resilience (ccr program, 2008 dalam Pamungkas, 2014)

3. Kota yang mampu beradaptasi terhadap berbagai bencana dan dapat
mempertahankan kesetabilan fungsi sosial, ekonomi, dan
infrastruktur serta identitas kota pasca terjadi bencana (Andi R, 2015)

KOTA BERKETAHANAN BENCANA (2)



KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KAJIAN TERHADAP BENCANA ALAM DI KOTA PALU

• Pasca bencana alam di Kota Palu
menyebabkan adanya perubahan
luas wilayah administrasi dan 
perubahan bentang alam, 
sehingga perlu disusun kembali
RTRW-nya.

• Perlu ditinjau kembali hak atas
tanah di Kota Palu, mengingat hak
atas tanah tersebut dapat gugur
jika tanah yang terdaftar hilang
(akibat longsor/erosi/abrasi).



KAJIAN TERHADAP BENCANA BANJIR DAN LONGSOR DI KAB. JEMBER
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KAJIAN TERHADAP BENCANA GEMPA BUMI DI YOGYAKARTA
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Sabtu 27 Mei 2006

Gempa Utama Pukul 05.55 wib berkekuatan
6,2 Skala Richter diikuti 513 gempa susulan
berkekuatan 3 – 4 Skala Richter

Disebabkan oleh gempa tektonik akibat
pergeseran lempeng bumi Eurasia dan 
Indoaustralia

Pusat gempa

8,6 Lintang Selatan 110,33 Bujur Timur 
kedalaman 37,6 Km Selatan Yogyakarta

Sumber : Kompas, 28 Mei 2006
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KAJIAN TERHADAP BENCANA LONGSOR DI KAWASAN PUNCAK



KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KONSEPSI PENATAAN RUANG

Air tertahan di DAS

Limpasan di sungai

Volume limpasanVolume limpasan

WaktuLimpasan di sungai

Air tertahan di DAS

Sumber : PMB ITB
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KONSEPSI PENATAAN RUANG
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KONSEPSI PENATAAN RUANG

PENGARUH PERUBAHAN 
PENGGUNAAN LAHAN 

TERHADAP FUNGSI HIDROLOGI

0-0,1 0,4-0,5

50-60%

Hutan
C = 0,05 – 0,25

5-25%

75-95%

Lahan Budidaya
C = 0,3 – 0,5

30-50%

50-70%

Perkotaan
C = 0,75 – 0,95

75-95%

5-25%

Sumber : PMB ITB
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KONSEPSI PENATAAN RUANG

Penurunan kualitas
DAS bagian hulu
karena adanya
penebangan hutan
yang mengakibatkan
erosi dan koefisien
aliran menjadi lebih
tinggi

Urbanisasi yang 
mengurangi daerah
penyerapan air dan 
meningkatkan koefisien
aliran air

 Intensitas curah
hujan yang luar biasa

Pengurangan daerah
tampungan, seperti
bendungan atau
daerah tangkapan

Sumber : PMB ITB
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PETA 
PENGATURAN ZONASI 

Rute Evakuasi

MITIGASI BENCANA DALAM 
RENCANA TATA RUANG
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JALUR 
MITIGASI 
BENCANA DI 
KOTA 
PADANG 
(Pasca
Bencana
Gempa)JALAN SEJAJAR PANTAI SEBAGAI 

BARIER

JALAN TEGAK LURUS  PANTAI SEBAGAI 
JALUR PEYELAMATAN

BANGUNAN PENYELAMAT (KETINGIAN 
BANGUNAN 3 LT – MASJID, SEKOLAH, 
PASAR DSB) PADA JALUR EVAKUASI

konsep pengembangan ruang berdasarkan 
ancaman bencana tsunami



CATATAN PENUTUP
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1. Perlu dibuat Peta Kawasan/ Potensi bencana baik pada level makro
maupun mikro sebagai upaya non-struktural mitigasi bencana alam

2. RTRW Kab/ Kota perlu segera ditindaklanjuti dengan penyusunan RDTR
& Peraturan Zonasi sebagai dasar perizinan penataan ruang

3. Pengawasan penataan ruang yang intensif pada kawasan rawan
bencana

4. Perlu dilakukan kampanye publik secara terus menerus potensi
ancaman bencana alam

5. Perlu dipersiapkan jalur dan ruang evakuasi bencana sebagai mitigasi
bencana alam

6. Diperlukan perkuatan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana
dan pembiayaan pemerintah kabupaten/ kota



DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DAN PENGUASAAN TANAH
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL
Jl. Raden Patah I No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
E-mail : pprwilayahdua@gmail.com


